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TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi menjelaskan
adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (principal) dengan
manajemen (agen) serta menjelaskan hubungan diantara keduanya.
Pemegang saham adalah pihak yang membutuhkan informasi mengenai
kondisi keuangan, kinerja perusahaan, dan gambaran mengenai perusahaan
di masa yang akan datang. Manajemen adalah pihak yang mengelola
informasi yang berkaitan dengan perusahaan baik mengenai kondisi
keuangan maupun non keuangan.

Berdasarkan teori agensi semua individu akan bertindak sesuai
dengan kepentingannya masing-masing yaitu pemegang saham hanya akan
tertarik dengan masalah keuangan atau investasi yang dapat meningkatkan
kualitas perusahaan, sedangkan agen akan mendapatkan imbalan keuangan
sesuai dengan persyaratan sesuai hubungan tersebut (Jensen & Meckling,
1976). Perbedaan kepentingan dari pemegang saham dan agen yaitu ingin
memperbesar  keuntungan bagi diri sendiri. Pemegang saham
menginginkan manfaat yang besar dari setiap saham yang dimiliki
sedangkan agen menginginkan kompensasi yang besar atas kinerjanya.

Pemegang saham (principal) menilai Kkinerja agen berdasarkan
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kemampuan memperbesar laba yang akan dialokasikan untuk pembagian
dividen. Semakin tinggi laba, harga saham dan dividen yang besar maka
agen dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga layak mendapatkan
kompensasi yang tinggi.

Perusahaan yang mempunyai pendanaan modal yang sederhana
hanya mempunyai satu manajemen sebagai pemilik sehingga tidak
menyebabkan masalah perbedaan kepentingan di dalam perusahaan.
Perusahaan yang mempunyai pendanaan yang besar akan mempunyai
perbedaan kepentingan yang terlihat secara jelas yaitu antara pemegang

saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1976).

. Teori Stakeholder

Pemegang saham (stakeholder) merupakan pihak yang mempunyai
kepentingan dengan aktivitas perusahaan baik secara langsung maupun
tidak langsung. Teori stakeholder menjelaskan fokus utama dari teori ini
yaitu bagaimana perusahaan dapat mengawasi serta memahami kebutuhan
stakeholder (Siregar dan Widyawati, 2016). Menurut Budimanta et al.,
(2008) pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dikatakan sebagai
stakeholder apabila memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan,
legitimasi dan kepentingan terhadap perusahaan.

Magness (2008) menyatakan ada 2 jenis stakeholder vyaitu
pemegang saham utama (Primary stakeholder) dan pemegang saham

sekunder (secondary stakeholder). Primary stakeholder merupakan pihak-
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pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan secara ekonomi
serta yang menanggung resiko kreditor, investor, karyawan dan
pemerintah. Secondary stakeholder merupakan pihak yang mempunyai
hubungan yang saling mempengaruhi dengan perusahaan akan tetapi
secondary stakeholder tidak menentukan kelangsungan hidup perusahaan
secara ekonomi contohnya yaitu media dan kelompok kepentingan seperti
lembaga sosial masyarakat dan serikat buruh.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) perusahaan merupakan entitas
yang bekerja tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi juga dapat
memberikan keuntungan bagi stakeholder yang termasuk stakeholder
seperti pemerintah, masyarakat, shareholders, karyawan, customer,
supplier maupun pihak lain. Stakeholder dapat mengontrol dan mampu
untuk memberikan pengaruh terhadap sumber-sumber ekonomi yang
dipakai oleh perusahaan. Maka dari itu, skill yang dimiliki oleh
stakeholder dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengatur perusahaan.
Kemampuan yang dimaksud seperti membatasi dalam memakai sumber
ekonomi yang terbatas (sumber daya manusia dan modal) serta dapat
mempengaruhi customer mengenai barang dan jasa yang dihasilkan

perusahaan (Hastuti, 2014).

. Penghindaran pajak (Tax Avoidance)
Penghindaran pajak (tax voidance) adalah salah satu cara yang

dilakukan untuk penghematan pajak dengan memanfaatkan ketentuan
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perpajakan yang dilakukan secara legal agar meminimalkan kewajiban
membayar pajak (Lim, 2010). Penghindaran pajak (tax avoidance)
merupakan tindakan yang dapat memberikan pengaruh terhadap kewajiban
pajak baik diperbolehkan oleh pajak atau tindakan untuk mengurangi pajak
(Dyreng et al., 2008). Menurut Masri (2013) penghindaran pajak (tax
avoidance) merupakan salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak
(tax planning) yang bertujuan untuk menekan kewajiban membayar.
Berdasarkan pengertian di atas maka disimpulkan bahwa penghindaran
pajak (tax avoidance) merupakan legal utilization atau legal arrangements
of tax fair’s affairs yaitu tindakan untuk mencari celah dari Undang-
Undang Perpajakan dengan tujuan agar beban pajak penghasilan yang
harus dibayar dapat seminimal mungkin (Siregar dan Widyawati, 2016).
Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak harus
mempunyai orang yang ahli di bidang keuangan yang memahami aturan
perpajakan secara keseluruhan agar dapat mencari peluang untuk terhindar
dari penetapan pajak yang tinggi (Zain, 2007). Penghindaran pajak tidak
melanggar hukum, tetapi mencari kelemahan dari peraturan agar dapat
meminimalkan  kewajiban membayar. Secara hukum tindakan
penghindaran pajak adalah sah, sehingga tidak dapat diberikan sanksi
secara langsung kecuali perusahaan terbukti melanggar aturan yang

berlaku (Prebble dan Lincoln, 2012).
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Penghindaran pajak dibagi menjadi 2 macam (Mulyani et al., (2013) yaitu:
a) Perlawanan Pasif
Perlawanan pasif yang dilakukan disebabkan karena adanya
kendala yang dapat mempersulit pemungutan pajak. Perlawanan pasif
tidak dilakukan secara aktif oleh wajib pajak.
b) Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif dilakukan dengan cara melakukan semua
perbuatan dan usaha yang secara langsung ditujukan kepada aparatur

pajak dengan tujuan menghindari pajak.

4. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan merupakan perbedaan selisih antara laba
akuntansi dengan fiskal yang dapat mengakibatkan terjadinya koreksi
negatif yang akan menimbulkan beban pajak tangguhan (Djamaluddin,
2008). Menurut Purba (2009) penyebab adanya perbedaan beban pajak

penghasilan dengan pajak penghasilan terutang karena :

a) Perbedaan permanen atau tetap

Terjadi karena perbedaan ketentuan peraturan undang-undang
antara perpajakan dengan akuntansi. Berdasarkan peraturan perpajakan
ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tetapi
diakui sebagai penghasilan menurut komersial. Hal ini yang dapat

menyebabkan perbedaan antara laba komesial dan fiskal.
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b) Perbedaan waktu atau temporer
Berdasarkan peraturan undang-undang, penghasilan atau biaya
dapat menjadi pengurang pada periode akuntansi sebelumnya atau
periode akuntansi selanjutnya dari periode yang sekarang. Hal ini yang
dapat menyebabkan adanya perbedaan waktu atau temporer sehingga
dapat menyebabkan pajak tangguhan seperti:

1) Untuk menghitung penyusutan secara fiskal menggunakan
metode garis lurus dan saldo menurun.

2) Untuk menghitung nilai persediaan menggunakan metode FIFO
dan rata-rata.

3) Secara fiskal mengakui adanya penyisihan piutang tak tertagih
kecuali perusahaan pertambangan, Leasing, perbankan dan
asuransi.

4) Menurut fiskal rugi laba selisih kurs yaitu yang berasal dari
menteri perekonomian sedangkan menurut akuntansi selisih kurs
berasal dari Bank Indonesia.

Beban pajak tangguhan merupakan jumlah beban (penghasilan)
pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban
atau aset pajak tangguhan (Waluyo, 2009). Pengakuan aktiva dan
kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada adanya kemungkinan
pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil
(Purba, 2009). Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan

metode pajak tangguhan menekankan pada seberapa besar pajak dapat
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dihemat untuk saat ini. Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada
pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan
temporer yang akan dialokasikan pada periode yang akan datang (Zain,

2005).

5. Capital Intensity

Capital intensity merupakan perbandingan yang menggambarkan
seberapa besar perusahaan melakukan investasi terhadap aset tetap yang
dapat berupa pabrik, bangunan, property, mesin dan peralatan (Andhari
dan Sukartha, 2017). Menurut PSAK 16 (revisi 2015) aset tetap
merupakan aset yang berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan
untuk kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan barang atau
jasa, dapat disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif
yang dapat digunakan lebih dari satu periode. Menurut Nugraha dan
Meiranto (2015) capital intensity dapat didefinisikan bagaimana
perusahaan mengeluarkan dana untuk aktivitas dan operasi perusahaan
dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi kewajiban membayar
pajak karena adanya biaya penyusutan pada aset tetap. Biaya penyusutan
dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimalkan jumlah pajak yang
harus dibayar oleh perusahaan. Manajemen dapat melakukan investasi aset
tetap menggunakan dana yang tidak terpakai oleh perusahaan dengan

tujuan mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang dapat
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dijadikan pengurang untuk membayar pajak (Darmadi, 2013). Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi
maka memiliki beban pajak yanag rendah dan perusahaan yang dengan
tingkat aset tetap yang rendah memiliki beban pajak yang tinggi (Gupta

dan Newberry, 1997).

. Koneksi politik
Koneksi politik merupakan hubungan antara pihak-pihak yang
saling memiliki kepentingan dalam politik untuk mencapai suatu tujuan
yang dapat menguntungkan kedua pihak tersebut. Perusahaan yang
berkoneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai ikatan dan
hubungan yang dekat dengan politisi atau pemerintah. Dengan adanya
koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan maka dapat memberikan
keuntungan bagi perusahaan seperti mendapatkan pinjaman modal dengan
mudah dan rendahnya resiko pemerikasaan pajak (Purwoto, 2011).
Menurut Faccio (2006) perusahaan yang mempunyai koneksi secara
politik merupakan perusahaan yang salah satu pemegang saham terbesar
memegang sekitar 10% dari total saham dengan hak suara atau yang
merupakan salah satu pimpinan seperti Presiden, Wakil Presiden, CEO,
Ketua atau Sekretaris yang menjabat sebagai anggota legislatif, menteri
atau orang yang mempunyai hubungan dekat dengan partai politik atau

politikus.
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Hubungan dekat yang dimaksud adalah:

1. Perusahaan yang pemegang saham utamanya mempunyai hubungan
dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen.

2. Perusahaan yang mempunyai koneksi dengan pejabat yang pernah
menjabat sebagai kepala negara atau parlemen pada periode
sebelumnya.

3. Perusahaan yang pemegang saham utamanya terlibat secara
langsung dalam dunia politik
Menurut Kim dan L. Zhang (2013), perusahaan yang mempunyai

koneksi politik dapat melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan
lebih mudah karena mendapatkan perlindungan dari pemerintah yang
dapat mengakibatkan menurunnya transparansi laporan keuangan.
Perusahaan yang berkoneksi mempunyai kualitas laba yang lebih buruk
dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berkoneksi politik. Laporan
keuangan yang buruk dapat memberikan dampak yang negatif bagi
perusahaan seperti membutuhkan modal yang besar karena kekurangan
investor. Namun, perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak
memperdulikan dampak negatif yang akan terjadi karena dengan adanya
hubungan politik dapat mengurangi atau menghilangkan dampak negatif

tersebut.



21

7. Karakter eksekutif

Perusahaan dipimpin oleh seorang pemimpin yang menduduki
jabatan teratas baik sebagai eksekutif maupun manajer yang akan
memberikan pengarahan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan
tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan (Pranata, 2014). Setiap
pemimpin perusahaan mempunyai karakter yang berbeda yang dibedakan
menjadi 2 macam Yyaitu risk taker dan risk averse. Pemimpin perusahaan
yang mempunyai karakter risk taker mempunyai sifat yang lebih berani
dalam mengambil keputusan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk
mendapatkan penghasilan, kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi.
Pemimpin perusahaan yang mempunyai karakter risk taker juga tidak
ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dengan hutang.

Berbeda dengan risk taker, eksekutif yang bersifat risk averse lebih
cenderung akan menghindari resiko dan lebih suka untuk menahan aset
yang dimiliki untuk berinvestasi agar terhindar dari pembiayaan yang
berasal dari utang dan ketidakpastian return  (Low, 2006). Resiko
perusahaan merupakan penyimpangan dari hasil yang diterima dengan
yang diharapkan yang berkaitan dengan return yang diperoleh perusahaan.
Oleh karena itu, semakin besar penyimpangan antara hasil dengan yang
diharapkan maka semakin besar juga resiko yang harus diterima (Hartono,
2008). Investor akan menghadapi resiko investasi yang berupa
kemungkinan perbedaan hasil antara yang diterima dengan yang

diharapkan (Penman, 2007).
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B. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS
1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan perbedaan kepentingan yang dapat
menyebabkan asimetri informasi yaitu antara pemegang saham (principal)
dengan manajemen (agen). Pada hal ini terdapat perbedaan perlakuan
penghitungan pajak antara akuntansi dengan perpajakan. Wajib pajak
menghitung beban pajak tangguhan dengan pendekatan akuntansi
sedangkan hasil dari penghitungan akuntansi terkadang tidak sesuai
dengan hasil yang dihitung oleh perpajakan sehingga perbedaan
penghitungan tersebut yang dapat menyebabkan asimetri informasi. Oleh
karena itu, maka perusahaan harus melakukan koreksi positif atau negatif.

Berdasarkan PSAK No. 46, untuk mengalokasikan pajak pada awal
periode yaitu dengan cara melaporkan aktiva dan kewajiban pajak pada
neraca. Aktiva dan kewajiban pajak yang diakui disebabkan karena
terjadinya perbedaan temporer pengakuan penghasilan dan beban.
Perbedaan temporer merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak dari
aktiva atau kewajiban menurut perhitungan akuntansi dan fiskal.
Perbedaan temporer dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan aktiva
dan kewajiban yang akan menjadi beban pajak tangguhan dan dilaporkan
dalam laba rugi tahun berjalan bersama dengan pajak Kkini dengan
penyajian yang terpisah (Randi, 2015).

Dengan demikian perbedaan temporer dapat menambah jumlah

pajak dimasa depan yang akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan
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perusahaan harus mengakui sebagai beban pajak tangguhan, sebaliknya
perbedaan temporer yang mengurangi jumlah pajak dimasa depan akan
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui
adanya keuntungan atau manfaat pajak tangguhan (Philip et al.,2003).
Beban pajak atau penghasilan pajak merupakan jumlah dari agregat beban
pajak kini dan pajak tangguhan. Jumlah agregat beban pajak kini dan
beban pajak tangguhan dapat berupa beban pajak atau penghasilan pajak.
Dapat disimpulkan semakin tinggi pelaporan beban pajak tangguhan
perusahaan yang diukur melalui alokasi pajak antar periode, maka semakin
kecil perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Randi (2015) menyatakan
bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh
Kalbuana, dkk (2017); Pohan (2009) yang menyatakan bahwa beban pajak
tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan
uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis:

Hi;: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak

. Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak
Teori stakeholder menjelaskan bahwa primary stakeholder
mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan ekonomi perusahaan

serta mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.
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Salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan
yaitu dengan melakukan investasi aset tetap. Capital intensity
menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya
dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimiliki dapat
mengurangi beban pajak karena adanya penyusutan sehingga dapat
memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap. Hampir dari seluruh
aset perusahaan itu akan mengalami penyusutan dalam laporan keuangan
perusahaan. Biaya penyusutan dapat mengurangi perhitungan pajak
perusahaan yang menunjukkan semakin besar biaya penyusutan maka
semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu manajer
perusahaan memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang pajak agar pajak
yang dibayar oleh perusahaan rendah (Darmadi, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat aset tetap yang
dimiliki perusahaan maka mempunyai tingkat pajak yang rendah
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang
rendah (Gupta dan Newberry, 1997). Artinya semakin besar capital
intensity perusahaan maka semakin besar juga tindakan penghindaran
pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2010)
menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang
dilakukan oleh Noor, et al (2010), Adelina (2012), Dharma dan Noviari

(2017) dan Muzakki (2015) yang menyatakan bahwa capital intensity
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berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di
atas maka dapat dirumuskan:

H, : Capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976)
menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemegang
saham (principal) dengan managemen (agen). Teori agensi menjelaskan
bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik utama perusahaan
yaitu pemerintah yang membuat peraturan mengenai perpajakan dengan
pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak.
Pemerintah sebagai pemilik perusahaan mengharapkan penerimaan yang
besar dari sektor pajak dan dilain sisi pihak manajemen menginginkan laba
yang besar dengan beban yang serendah mungkin.

Cara untuk mengetahui adanya koneksi politik pada perusahaan
digunakan proksi kepemilikan saham baik yang dimiliki oleh salah satu
pimpinan seperti Presiden, Wakil Presiden, CEO, Ketua atau Sekretaris
yang menjabat sebagai anggota legislatif, menteri atau orang yang
mempunyai hubungan dekat dengan politik. Perusahaan yang mempunyai
koneksi politik akan mempunyai hubungan yang istimewa, sehingga
perusahaan yang mempunyai koneksi politik dianggap tidak melakukan
penghindaran pajak. Adanya cara pandang yang seperti itu dapat

menyebabkan perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak (Annisa,
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2017). Hal ini menunjukkan bahwa semakin perusahaan memiliki koneksi
politik maka kemungkinan juga perusahaan melakukan tindakan
penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hijriani et al., (2014) menyatakan
koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil
penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Butje dan
Tjondro (2014); Mulyani (2014); Nugroho dan Wicaksono (2017) yang
menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif tehadap
penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan
hipotesis:

Hs: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

. Pengaruh antara Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
Teori agensi mengasumsikan bahwa individu akan bertindak atas
kepentingannya masing-masing. Pemimpin perusahaan akan bertindak
sesuai dengan kehendak dirinya untuk mengelola dan mengatur
perusahaan. Menurut Maccrimon (1990); Low (2006) pemimpin
perusahaan dalam pengambilan keputusan mempunyai dua karakter yaitu
risk taker dan risk averse. Karakter yang bersifat risk taker akan berani
mengambil keputusan dengan resiko yang tinggi sedangkan karakter risk
averse tidak berani untuk mengambil keputusan dengan resiko yang tinggi.
Cara untuk mengetahui karakter eksekutif maka dapat dilihat dari resiko

perusahaan (Paligrova, 2010). Karakter risk taker pada umumnya
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mempunyai keinginan untuk dapat menghasilkan kas yang besar untuk
mencapai tujuan perusahaan. Penerimaan kas yang tinggi dapat diperoleh
dengan cara melakukan penghindaran pajak dengan memperbesar
penghematan pajak. Oleh karena itu, pemimpin perusahaan dengan
karakter risk taker akan berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang
tinggi bagi perusahaan.

Tipe karakter risk taker tidak ragu-ragu untuk memilih pembiayaan
yang tinggi yang bersumber dari utang walaupun pembiayaan yang tinggi
dari utang dapat menimbulkan resiko kebangkrutan perusahaan. Dengan
melakukan utang maka menimbulkan bunga yang dapat menjadi
pengurang penghasilan kena pajak, sehingga banyak eksekutif risk taker
banyak memperbesar utangnya dengan tujuan untuk memperbesar bunga
utangnya. Semakin perusahaan tersebut mempunyai tipe karakter eksekutif
yang risk taker maka kemungkinan perusahaan tersebut dapat melakukan
penghindaran pajak dan juga sebaliknya. Alasan ini yang dapat dijadikan
sebagi upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014)
yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak. Namun, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Meilian dan Adnan (2017); Carolin dan Natalia (2014);
Mayarisa Oktamawati (2017). Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan
hipotesis:

H,4: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
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